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BUPATI BOALEMO 

bahwa dengan adanya Perubahan Peraturan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor :50/PMK.07/2017 

tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 

menjadi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor : 225/PMK.07/2017, tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Tansfer ke Daerah 

dan Dana Desa dipandang perlu merubah Peraturan 

Bupati Boalemo ini , 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan 

Bupati Boalemo tentang Perubahan Peraturan Bupati 

tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian dan 

Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 

Anggaran 2018, f 

Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang 

“Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara 

IS Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan 
PON SANA PB SAAT TN APE TEA NELAYAN KA MN AA LAPAN AS 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), 

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

2KDA A U ud Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- 
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Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan 

Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 77,Tambahan Lembaran Negara 

“Republik Indonesia Nomor 3965):



. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234), 

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495), 

. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 5679), 

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- 

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5717), 

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah



10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5694): 

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093), 

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094): 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081), 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 

tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap 

Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa 

Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1884), 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan 

Transfer ke Daerah Dan Dana Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970), 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang 

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, 

Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 

2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo 

Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Boalemo Nomor 302: 

Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Boalemo Tahun 2017 Nomor 7), t 

 



  

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO 

NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA 

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 

SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2018 

Pasal I 

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Boalemo 

Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian, dan 

Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 

2018 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018 Nomor 

(678) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan pasal 9 diubah, sehingga pasal 9 berbunyi 

sebagai berikut : 

Pasal 9 

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara 

pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk 

selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke 

RKD. 

(2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

setelah Bupati menerima: 

(a) tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes 

dari Kepala Desa 

(b)tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan 

capaian output Dana Desa tahun anggaran 

sebelumnya dari Kepala Desa, dan 

(c) tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan 

capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II 

dari Kepala Desa 

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 

Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf c, menunjukan rata-rata realisasi 

penyerapan paling sedikit sebesar 75Y6 (tujuh puluh 

lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukan 

paling sedikit sebesar 50Y6 (lima puluh persen). 

(4) Capaian ouput sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata 

persentase capaian output dari seluruh kegiatan. |



(5)Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian 

output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 

sesuai dengan table referensi data bidang, kegiatan, 

sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara 

pengadaan, dan capaian output. 

(6) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) sebelum memenuhi kebutuhan input 

data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi 

data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan 

oleh kementerian/lembaga terkait. 

2. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga pasal 19 berbunyi 

sebagai berikut : 

Pasal 19 

(1). Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal : 

(a) bupati belum menerima dokumen persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) 

(b) terdapat sisa dana desa di RKD tahun anggaran 

sebelumnya lebih dari 306 (tiga puluh persen) 

dan/atau 

(c) terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat 

pengawas fungsional di daerah. 

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap 

penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 

berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun 

anggaran sebelumnya. 

(3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 

sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang 

akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa 

tahap II tidak dilakukan. 

(4 Dalam hal sampai minggu kedua bulan Juni tahun 

anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun 

anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 306 (tiga 

puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat 

disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD. 

(5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) 

kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK 

Fisik dan Dana Desa. t



(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan 

kembali pada tahun anggaran berikutnya 

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional 

di daerah dalam hal terdapat potensi atau terjadi 

penyimpangan penyaluran dan /atau penggunaan 

Dana Desa 

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 

disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada 

Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan 

Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo 

Ditetapkan di Tilamuta 
pada tanggaf 5 Apei- 2018 

Yi BUPATI BOALE    

    
Diundangkan di Tilamuta 

  

  

Drs-SUKARNI H. Na S.Pd. MM 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19600916 198803 1 008


